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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Menimbang :

Mengingat

a.

PERIODE JANUARI 2025 - JANUARI 2026
BUPATI PONOROGO,

bahwa dalam rangka pemulihan dan penanganan
pascabencana di Kabupaten Ponorogo perlu disusun rencana
aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Ponorogo tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Periode Januari 2025 — Januari 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5
Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1570);

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1903);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA PERIODE JANUARI 2025 -
JANUARI 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Ponorogo sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor nonalam maupun factor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama
untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana.
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Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana
dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik
pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan
sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah
pascabencana.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selanjutnya
adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan
rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan
dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-
sama antara BNPB/BPBD bersama Kementerian/ Lembaga,
Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Pasal 2

Sistematika dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pasca bencana yang terjadi pada Periode Januari 2025-Januari
2026 disusun sebagai berikut:

a. BABI yaitu PENDAHULUAN;

b. BABII yaitu KONDISI UMUM WILAYAH;

c. BABIII yaitu PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA,;

d. BABIV yaitu PELAKSANAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA; dan

e. BABV yaitu PENUTUP
Rincian Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Periode Januari 2025-Januari 2026 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
dilaksanakan dengan memperhatikan:

a.

b.
C.
d

hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;
penentuan prioritas;
pengalokasian sumber daya dan waktu pelaksanaan;

dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun
daerah; dan

dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

Pasal 4

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi:

a.

pedoman sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan
masyarakat agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana dapat berlangsung dengan baik;

dasar bagi perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan perencanaan
nasional dan Daerah; dan
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c. dasar bagi perencanaan dan penganggaran yang partisipatif
dan konsultatif.

Pasal 5

(1) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh
Bupati.

(2) Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses Rehabilitasi dan
Rekonstruksi harus melakukan koordinasi dan/atau
konsultasi dengan Bapperida.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
melalui Bapperida serta BPBD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 25 Februari 2026

Plt. BUPATI PONOROGO,
TTD.
LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 25-02-2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
e ——
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA
PERIODE JANUARI 2025 - JANUARI 2026

RINCIAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA DI KABUPATEN PONOROGO
PERIODE JANUARI 2025-JANUARI 2026
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepanjang tahun 2025 terdapat banyak kejadian bencana di Wilayah
Kabupaten Ponorogo hingga januari 2026. Bencana yang terdampak cukup parah
pada Januari 2025 yang menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur berupa
talud sungai. Tidak ada korban jiwa pada bencana yang terjadi di Kabupaten
Ponorogo, namun terdapat banyak kerusakan aset infrastruktur dan aset
bangunan lain yang mnerupakan milik pemerintah maupun swasta. Bencana
yang terjadi selama periode Januari 2025 — Januari 2026 adalah Bencana Banjir,
Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Gempa Bumi.

Bencana yang terjadi menyebabkan kerusakan pada sektor perumahan,
sektor infrastruktur, dan sektor ekonomi. Dampak kerusakan yang terjadi
merupakan akibat dari curah hujan yang tinggi, arus air sungai yang deras,
kejenuhan tanah, hunian yang dekat sungai, dan terdapat pohon besar dekat
hunian.

Kejadian bencana tersebut, Bupati Ponorogo menetapkan masa Tanggap
Darurat beberapa kali, yaitu sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/1146/405.28/
2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi
di Kabupaten Ponorogo Tahun 2024-2025 berlaku mulai 25 November 2024
s/d 23 Februari 2025.

2. Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/379/405.28 /2025
tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana
Hidrometeorologi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 berlaku mulai 24
Februari 2025 s/d 31 Maret 2025.

3. Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/429/405.28 /2025
tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana
Hidrometeorologi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 berlaku mulai 1 April
2025 s/d 30 April 2025.

4. Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/510/405.28/2025
tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Infrastruktur Jalan
Dampak Bencana Hidrometeorologi di Desa Bedoho Kecamatan Sooko
Kabupaten Ponorogo berlaku mulai 21 Mei 2025 s/d 18 Agustus 2025.

5. Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 100.3.3.2/ARH/1173/
405.28/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
Hidrometeorologi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2026 berlaku mulai 20
November 2025 s/d 3 Januari 2026.

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Wilayah
Kabupaten Ponorogo periode Januari 2025 - Januari 2026 adalah dokumen
perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi ini menetapkan :

1. Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;

2. Rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

3. Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan;

4. Identifikasi program/kegiatan

5. Menetapkan sumber pendanaan (pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat, dunia usaha, dan lain lain yang sah); dan

6. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
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Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian bencana
di Kabupaten Ponorogo, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sebagaimana diamanatkan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana, untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan:

Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;

Penentuan prioritas;

Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
Dokumen rencana kerja pemerintah, provinsi dan daerah;dan
Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

S o

. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten
Ponorogo periode Januari 2025 — Januari 2026 disusun sebagai rencana program
dan kegiatan dalam rangka :

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah
daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga
swadaya masyarakat untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan
masyarakat yang terkena dampak bencana di Kabupaten Ponorogo;

2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana Kabupaten Ponorogo periode Januari 2025 — Januari 2026.

3. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
Kabupaten Ponorogo dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan
tahunan pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan
(stakeholders) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana;

5. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber
APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan,
partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance).

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Ponorogo
periode Januari 2025 — Januari 2026 bertujuan untuk mewujudkan:

1. Keseragaman pemahaman dan persepsi antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta unsur-unsur swasta, masyarakat,
dan perguruan tinggi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana dapat berlangsung dengan baik;

2. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,;

3. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras
dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;

4. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni
program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah
dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders);

5. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana; dan
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6. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan
bertanggung jawab.

C. RUANG LINGKUP

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada
setiap tahapan dalam penyelenggaran penanggulangan bencana. Agar setiap
kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun
suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan
penanggulangan pascabencana. Sasaran substansial rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana meliputi:

1. Sektor perumahan terdiri dari perbaikan rumah masyarakat yang rusak
akibat bencana tanah longsor, cuaca ekstrem dan banjir.

2. Sektor infrastruktur terdiri dari rehabilitasi sarana prasarana umum,
rekonstruksi sarana parasarana, pemulihan fungsi pelayanan publik dan
peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.

3. Sektor Ekonomi terdiri dari pemulihan ekonomi lokal, peningkatan kondisi
ekonomi pada sub sektor pertanian.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten
Ponorogo periode Januari 2025 — Januari 2026 terdiri atas 6 (enam) Bab, antara
lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten Ponorogo periode Januari 2025 -
Januari 2026, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup
pembahasan, serta sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Umum Wilayah

Bab ini menguraikan tentang wilayah Ponorogo yang dijabarkan menurut
keadaan geografis wilayah dan administratif, Kondisi Iklim, Hidrologi dan
Topografis dan Kondisi Ekonomi

Bab III Pengkajian Kebutuhan Pascabencana

Bab ini menguraikan hasil kajian akibat bencana yang terdiri dari penilaian
kerusakan dan kerugian, penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian gangguan
akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya risiko serta perkiraan kebutuhan.
Hasil kajian kebutuhan pemulihan dianalisis dalam 3 (tiga) sektor, yaitu
permukiman, infrastruktur, ekonomi dan sosial.

Bab IV Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Bab ini menguraikan kelembagaan, proses perencanaan dan pendanaan,
mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan
pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan aspek legal rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, jangka
waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, aspek akuntabilitas dan aspek
pengakhiran masa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
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BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

A. Keadaan Geografis dan Administratif.

Secara Geografis Kabupaten Ponorogo terletak di antara 111°

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan :

Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebelah Barat

Sedangkan luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.418,77 km? dengan

Jawa Tengah)

data yang dapat dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 2.1

Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung
Kabupaten Pacitan
Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi

Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Menurut Kecamatan

Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km?)
1 | Ngrayun Ngrayun 173,08
2 | Slahung Slahung 96,62
3 | Bungkal Bungkal 58,91
4 | Sambit Sambit 60,48
S5 | Sawoo Sawoo 128,49
6 | Sooko Sooko 53,36
7 | Pudak Pudak 64,92
8 | Pulung Pulung 133,24
9 | Mlarak Mlarak 32,09

10 | Siman Siman 44,31
11 | Jetis Jetis 23,45
12 | Balong Balong 59,73
13 | Kauman Somoroto 33,55
14 | Jambon Jambon 59,64
15 | Badegan Badegan 58,05
16 | Sampung Sampung 82,51
17 | Sukorejo Sukorejo 58,39
18 | Ponorogo Ponorogo 23,02
19 | Babadan Babadan 44,38
20 | Jenangan Jenangan 68,08
21 | Ngebel Ngebel 62,48
Jumlah 1.418,77

Sumber data : Kabupaten Ponorogo dalam angka 2025

17-111°
52’ BT dan 7° 49’-8° 20’ LS. Jarak ibu kota Ponorogo dengan ibu kota Provinsi
Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km ke arah timur laut dan ke ibu
kota negara (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat.



https://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
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Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia dari tahun 2020-2035 hasil
Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2025
mencapai sekitar 966,11 ribu jiwa, mengalami peningkatan sekitar 18,6 ribu jiwa
(1,96 persen) dalam lima tahun terakhir, jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk pada tahun 2020. Sex Ratio yang merupakan perbandingan jumlah
penduduk lakilaki dengan penduduk Perempuan di Kabupaten Ponorogo tahun
2025 sebesar 99,14. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap 100 penduduk
perempuan, terdapat 99 hingga 100 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan
bahwa jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih sedikit dibandingkan
penduduk perempuan.

Jika dilihat persebaran penduduk menurut kecamatan, dapat diketahui
bahwa pada tahun 2024, penduduk paling banyak tinggal di Kecamatan
Ponorogo, yaitu sebanyak 7,9 persen dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo.
Selanjutnya, kecamatan yang juga tercatat dengan jumlah penduduk terbanyak
terdapat di Kecamatan Babadan, yaitu sebanyak 7,25 persen. Sementara itu,
Kecamatan Pudak merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling
sedikit, yaitu hanya sebanyak 0,98 persen.

Gambar 2.1
Persentase Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, 2024
(persen)

Ponorogo INIIINEENENENNENNENNGNGNGNGNGNGNNGNN—— 7 ©
GELEGELE Wbl
Sawoo NN 6,46
Jenangan IS 4
Ngrayun N 6,33
Sukorejo NG 1
Slahung I 561
Pulung I 547
Balong NG 407
Siman NN 4,96
Jambon NN 454
Kauman I 437
Sambit I 4,22
Sampung NN 4,17
Bungkal I 4,05
Miarak I 369
Badegan [N 353
Jetis NN 329
Sooko N 253
Ngebel NN 223
Pudak I 0,98

0 3 6 9

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah seluas 1.418,77 km?2, maka dengan
wilayah seluas itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Ponorogo tahun 2024
mencapai 690 jiwa/km2, yang artinya setiap satu km2 didiami oleh 690 orang.
Pada tahun 2024, Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan yang memiliki
kepadatan penduduk tertinggi dengan 3.358 orang per km2. Sementara itu,
kepadatan penduduk terendah pada tahun 2024 terdapat di Kecamatan Pudak
dengan 148 orang per km?2.
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Gambar 2.2
Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo
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Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah seluas 1.418,77 km?2, maka dengan
wilayah seluas itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Ponorogo tahun 2024
mencapai 690 jiwa/km2, yang artinya setiap satu km2 didiami oleh 690 orang.
Pada tahun 2024, Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan yang memiliki
kepadatan penduduk tertinggi dengan 3.358 orang per km2. Sementara itu,
kepadatan penduduk terendah pada tahun 2024 terdapat di Kecamatan Pudak
dengan 148 orang per km?2.

. Kondisi Iklim, Hidrologi dan Topografis

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai dataran rendah hingga
pegunungan dengan 79% terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas
permukaan laut, 14,4% berada di antara 500-700 m di atas permukaan laut dan
sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m.

e Ketinggian <500 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian <500 m di atas
permukaan laut meliputi 242 desa dengan luas 1.068,08 hektar.

e Ketinggian 500-700 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian 500-700 m di
atas permukaan laut meliputi 45 desa dengan luas 184,76 hektar.

e Ketinggian >700 m. Kecamatan yang memailiki ketinggian 700 m di atas
permukaan laut meliputi 20 desa dengan luas 118,94 hektar.

Gambar 2.3
Ketinggian Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Ponorodo (mdpl)
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Pada tahun 2024, jumlah curah hujan di Kabupaten Ponorogo berada di
angka 2.015,2 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 104 hari. Adapun hari
hujan di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan sebesar 7 hari dibandingkan
jumlah hari hujan pada tahun 2023. Selanjutnya, suhu udara di Kabupaten
Ponorogo mencapai puncaknya pada suhu 32,5°C dan suhu terendahnya berada
pada suhu 15°C, dengan rata-rata harian lama penyinaran selama 5,69 jam.
Adapun rata-rata suhu udaranya berada di angka 25,07°C. Rata-rata suhu udara
meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 24,23°C.

. Kondisi Ekonomi

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Ponorogo mencapai 27.047,08
miliar rupiah. Sedangkan PDRB ADHK sebesar 16.622,78 miliar rupiah. Seluruh
lapangan wusaha di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 mengalami
pertumbuhan yang positif dengan laju pertumbuhan paling tinggi terdapat pada
lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan angka pertumbuhan
mencapai 11,90 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah yaitu hanya sebesar 1,10
persen.

Berdasarkan kontribusinya, Industri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
menyumbang lebih dari seperempat nilai PDRB yaitu sebesar 25,18 persen hal ini
wajar terjadi mengingat sebagian besar mata pencaharian penduduk Ponorogo
adalah petani. Sementara itu, lapangan Usaha dengan kontribusi terhadap PDRB
yang terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas.

Menurut penggunaannya, seluruh komponen pengeluaran menunjukkan laju
yang positif. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 terdapat pada
komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non profit yang melayani Rumah
Tangga (LNPRT) sebesar 12,17 persen. Sementara itu, pertumbuhan terkecil
terdapat pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yaitu sebesar 5,17
persen.

Berdasarkan kontribusinya, persentase terbesar distribusi terhadap total
PDRB di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 berada pada komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan persentase sebesar 72,77 persen.
Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap
Bruto sebesar 27,5 persen. Kemudian, disusul oleh komponen Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah sebesar 8,37 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi
LNPRT sebesar 2,62 persen, dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,07
persen. Kontribusi terkecil berada pada komponen Net Ekspor Barang dan Jasa
dengan nilai -11,33 persen. Untuk lebih jelas persentase kontribusi dan nilai
kontribusi dapat dilihat tabel berikut :
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Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%),
2024
s . Laju
No Lapangan Usaha Distribusi Pertumbuhan
1 Pertanian, Kehutanan, dan 25,18 1,10
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 2,02 2,45
3 Industri Pengolahan 9,62 7,49
4  Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 7,94
S Pengadaan Air, Pengelolaan 0,09 3,88
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 9,52 6,75
7 Perdagangan Besar dan Eceran; 18,19 5,23
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 2,6 11,90
9 Penyediaan Akomodasi dan 3,42 6,60
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 7,3 5,89
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,21 4,16
12 Real Estate 2,37 3,74
13 Jasa Perusahaan 0,47 5,46
14 Administrasi Pemerintahan, 5,08 5,51
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 8,04 4,39
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,86 5,71
Sosial
17 Jasa lainnya 1,95 5,88
Produk Domestik Regional Bruto 100,0 4,74
(PDRB)

Sumber : BPS Kabupaten PonorogoTahun 2025
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BAB III
PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

Pengkajian kebutuhan pascabencana merupakan tahapan strategis dan
fundamental dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh
gambaran menyeluruh, akurat, dan terukur mengenai tingkat kerusakan dan
kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan
pemulihan pada seluruh sektor terdampak.

Dengan demikian Jitupasna merupakan basis bagi penyusunsn dokumen
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dengan menggunakan
pendekatan partisipatif dan berbasis pada data. Dokumen Jitupasna membahas
aspek kehidupan manusia dan masyarakat baik fisik maupun non fisik agar upaya
pemulihan pascabencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia
secara utuh. Dalam penyusunan dokumen Jitupasna terdapat komponen-komponen
yang memiliki kesalingtergantungan dalam memandu proses penyusunan rencana
rehabilitasi dan rekonstruksi maupun upaya pemulihan pascabencana. Hubungan
antar komponen dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1
Kerangka Kajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Aksi
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Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana selanjutnya dianalisis secara
komprehensif untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi, menyusun rencana aksi, mengestimasi kebutuhan pembiayaan, serta
mengidentifikasi sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan. Selain itu,
perencanaan pemulihan juga mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana
melalui pendekatan pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan
berkelanjutan.

A. KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Ponorogo pada Tahun
2025 menyebabkan Kerusakan dan Kerugian di 4 (empat) sektor yaitu Sektor
Perumahan, Sektor Infrastruktur, Sektor Ekonomi dan Sektor Sosial. Bencana
hidrometeorogi tersebut mengakibatkan kerusakan aset di empat sektor tersebut.
Aset yang mengalami kerusakan terdiri dari aset masyarakat dan aset pemerintah
Kabupaten Ponorogo.
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Sektor Perumahan terjadi kerusakan pada bangunan Rumah Permanen dan
Semi Permanen dengan total kerusakan sebesar Rp140.500.000,- dan kerugian
sebesar Rp28.500.000,- sehingga total kerusakan dan kerugian sebesar
Rp169.000.000,-. Sektor Infrastruktur terjadi kerusakan pada transportasi darat
berupa jalan dan jembatan serta kerusakan pada sumber daya air berupa
kerusakan tanggul dengan total kerusakan sebesar Rp17.813.370.000,- dan
kerugian sebesar Rp435.800.000,- sehingga total kerusakan dan kerugian
sebesar Rp18.249.170.000,-. Sektor Ekonomi terjadi kerugian pada pertanian
berupa lahan sawah dan kandang ternak dengan kerugian Rp8.176.500.000,-.
Sektor Sosial terjadi kerusakan pada sekolah dengan nilai kerusakan sebesar
Rp300.000.000,- dan kerugian sebesar Rp2.500.000,- sehingga total kerusakan
sebesar Rp302.500.000,-.

Kerusakan dan kerugian pada aset pemerintah sebesar Rp18.551.670.000,-
sedangkan kerusakan pada aset masyarakat/swasta sebesar Rp8.345.500.000,-.

Total kerusakan yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi tahun 2025
sebesar Rp18.253.870.000,- dan kerugian sebesar Rp8.643.300.000,- sehingga
total kerusakan dan kerugian sebesar Rp26.897.170.000,-.

Untuk Januari Tahun 2026 terjadi Kerusakan dan Kerugian di 4 (tiga) sektor
yaitu Sektor Perumahan, Sektor Infrastruktur, dan Sektor Ekonomi. Aset yang
mengalami kerusakan terdiri dari aset masyarakat dan aset pemerintah
Kabupaten Ponorogo.

Pada Sektor perumahan terjadi kerusakan pada sub sektor perumahan
permanen dan semi permanen dengan total nilai kerusakan sebesar
Rp102.500.000,00 dengan kerugian sebesar Rp19.500.000,00 sehingga total
kerusakan dan kerugian sebesar Rp122.000.000,00. Sektor Infrastruktur terjadi
kerusakan pada transportasi darat berupa jalan dan jembatan serta kerusakan
pada sumber daya air berupa kerusakan tanggul dengan total kerusakan sebesar
Rp6.655.000.000,- dan kerugian sebesar Rp98.500.000,- sehingga total
kerusakan dan kerugian sebesar Rp6.753.500.000,-. Sektor Ekonomi terjadi
kerugian pada pertanian berupa lahan sawah dengan kerugian Rp390.000.000,-
sedangkan untuk peternakan berupa kandang ternak dengan kerusakan sebesar
Rp10.000.000,- dan kerugian sebesar Rp6.000.000,- sehingga total kerusakan
dan kerugian sebesar Rp406.000.000,-.
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Tabel 3.1

Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Tahun 2025

SEKTOR/SUB Nilai Nilai Kerugian | Kerusakan dan - Kepemilikan
No. Kerusakan . Pemerintah Swasta
SEKTOR (Rp.) Kerugian (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp)
1. | PERUMAHAN 169.000.000
1. Rumah
Permanen 130.000.000 24.000.000 154.000.000
Semi Permanen 10.500.000 4.500.000 15.000.000
2. | INFRASTRUKTUR 18.249.170.000
1. Transportasi

Transportasi darat

Jalan Kabupaten 1.900.000.000 20.000.000 | 1.920.000.000

Jalan Poros Desa 8.020.000.000 146.700.000 | 8.166.700.000

Jalan Poros 2.130.000.000 57.500.000 | 2.187.500.000

Lingkungan

Jembatan 800.000.000 27.600.000 827.600.000

Kabupaten

Jembatan Desa 1.050.000.000 10.000.000 | 1.060.000.000

Jembatan 1.000.000.000 30.000.000 | 1.030.000.000

Lingkungan

. Sumber Daya Air
Tanggul Sungai 2.913.370.000 144.000.000 | 3.057.370.000
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SEKTOR/SUB Nilai Nilai Kerugian | Kerusakan dan - Kepemilikan
No. SEKTOR Kerusakan (Rp.) Kerugian (Rp.) Pemerintah Swasta
(Rp.) (Rp.) (Rp)
3. | EKONOMI 8.176.500.000
1. Pertanian
Lahan Sawah 8.053.500.000 | 8.053.500.000
2. Perkebunan
Lahan Perkebunan 120.000.000 120.000.000
3. Peternakan
Kandang Ternak 3.000.000 3.000.000
4. | SOSIAL 302.500.000
1. Pendidikan
Sekolah 300.000.000 2.500.000 302.500.000

TOTAL

18.253.870.000

8.643.300.000

26.897.170.000

18.551.670.000

8.345.500.000
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Tabel 3.2

Nilai Nilai Kerusakan Kepemilikan
No. SEKTOR/SUB SEKTOR Kerusakan Kerugian dan Kerugian | Pemerintah Swasta
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp)
1. | PERUMAHAN 122.000.000
1. Rumah
Permanen 52.500.000 10.000.000 62.500.000
Semi Permanen 50.000.000 9.500.000 59.500.000
2. | INFRASTRUKTUR 7.153.500.000
1. Transportasi
Transportasi darat
Jalan Kabupaten 3.800.000.000 25.000.000 | 3.825.000.000
Jalan Poros Desa 30.000.000 1.000.000 31.000.000
Jalan Desa 25.000.000 500.000 25.500.000
Jembatan Kabupaten 1.200.000.000 52.000.000 | 1.252.000.000
2. Sumber Daya Air
Tanggul Sungai 2.000.000.000 20.000.000 | 2.020.000.000
3. | EKONOMI 406.000.000
1. Pertanian
Lahan Sawah 390.000.000 390.000.000
2. Peternakan
Kandang Ternak 10.000.000 6.000.000 16.000.000
TOTAL | 6.767.500.000 | 514.000.000 | 7.281.500.000 | 6.753.500.000 | 528.000.000
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Pada sektor perumahan dampak bencana pada Tahun 2025 terjadi pada sub

sektor rumah termasuk di dalamnya rumah permanen dan rumah semi
permanen. Sebagian besar rumah permanen rusak dengan kerusakan pada
tembok rumah dikarenakan material longsor yang menimpa sisi-sisi rumah.
Selain itu cuaca ekstrem yang membuat banyak pohon tumbang juga
mengakibatkan kerusakan pada atap rumah masyarakat. Tingkat kerusakan
rata-rata adalah rusak sedang. Untuk rumah-rumah semi permanen, kerusakan
kebanyakan juga terjadi pada bagian tembok rumah dengan tingkat kerusakan

sedang.
Tabel 3.3 Kerusakan sektor perumahan Tahun 2025
Sektor/ Sub Data Kerusakan
ektor/ Su .
i unit
No Sektor/ Asset Lokasi ( )
RB RS RR
A | SEKTOR PERUMAHAN
I Rumah
I.1 | Permanen
1 Rehabilitasi tembok Desa Pohijo Sampung 1
rumah
Rehabilitasi tembok
2 rumah Desa Munggu Bungkal 1
3 Rehabilitasi rumah Desa Bekiring Pulung 1
Rehabilitasi tembok
rumah Desa Cepoko Ngrayun 1
5 Rehabilitasi tembok Desa Banaran Pulung 1
rumah
6 | Rehabilitasi rumah Desa Munggung Pulung 1
7 Rehabilitasi atap Desa Jurug Sooko 1
rumah
8 | Rehabilitasi rumah Desa Ngrayun Ngrayun 1
Rehabilitasi tembok
9 rumah Desa Ngrayun Ngrayun 1
10 | Rehabilitasi rumah Desa Ngrayun Ngrayun 1
11 Rehabilitasi tembok Desa Serag Pulung 1
rumah
I.2 | Semi Permanen
Rehabilitasi dapur
1 rumah Desa Ngrayun Ngrayun 1
2 Rehabilitasi tembok Desa Wagir Kidul Pulung 1
rumah
3 Rehabilitasi tembok Desa Wonodadi Ngrayun 1
rumah
4 Rehabilitasi tembok Desa Tempuran Sawoo 1
rumah
Jumlah 0 10 S5
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Tabel 3.4 Kerusakan sektor perumahan Januari Tahun 2026

Sektor/ Sub Data Kerusakan
ektor/ Su .
i unit
No Sektor/ Asset Lokasi ( )
RB RS | RR
A | SEKTOR PERUMAHAN
I | Rumah
I.1 | Permanen
Rehabilitasi Rumah
1 Rusak (Dinding) Desa Dayakan Badegan 1
Rehabilitasi Rumah
2 Rusak (Teras) Desa Tumpuk Sawoo 1
Rehabilitasi Rumah
3 Rusak (Teras) Desa Tumpuk Sawoo 1
Rehabilitasi Rumah
4 Rusak (Dapur) Desa Tumpuk Sawoo 1
Rehabilitasi Rumah
5 | Rusak (Dinding dan | Desa Sempu Ngebel 1
Atap)
Rehabilitasi Rumah .
6 Rusak (Teras) Desa Binade Ngebel 1
Rehabilitasi Rumah
7 Rusak (Dinding) Desa Ngrayun Ngrayun 1
Rehabilitasi Rumah .
8 Rusak (Atap) Desa Wonoketro | Jetis 1
I.2 | Semi Permanen
RehabilitasiRumah
1 Rusak (Atap) Desa Bareng Pudak 1
9 RehabilitasiRumah | Desa Tumpak Sawoo 1
Rusak (Dapur) Pelem
Rehabilitasi Rumah ..
3 Rusak (Total) Desa Bekiring Pulung 1
4 RehabilitasiRumah | Desa Baosan Neravun 1
Rusak (Dinding) Kidul grayu
RehabilitasiRumah .
5 Rusak (Dapur) Desa Wonodadi Ngrayun 1
RehabilitasiRumah .
6 Rusak (Dinding) Desa Wonodadi | Ngrayun 1
Jumlah 1 7 S

Nilai kerusakan yang timbul diakibatkan oleh bencana mengenai bagian
rumah mulai atap dan dinding. Untuk nilai kerugian yang timbul pada sektor
perumahan timbul untuk biaya pembersihan puing material bangunan secara
kerjabakti, biaya upah dan lama pengerjakan.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian kerusakan dan kerugian pada
sektor perumahan tahun 2025 menimbulkan nilai kerusakan sebesar
Rp140.500.000,- dengan kerugian sebesar Rp28,500,000,- sehingga total
kerusakan dan kerugian sebesar Rp169.000.000,-. Sedangkan untuk Bulan
Januari Tahun 2026 kerusakan yang timbul sebesar Rp102.500.000,00 dengan
kerugian sebesar Rp19.500.000,00 sehingga total kerusakan dan kerugian
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sebesar Rp122.000.000,00. Berdasarkan kepemilikan kerusakan dan kerugian
sektor perumahan merupakan milik swasta atau masyarakat.

Sektor Infrastruktur

Infrastruktur adalah semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun
sosial (misalnya bangunan, jalan, pos dan telekomunikasi, air minum, sanitasi,
pasokan listrik, infrastruktur sumber daya air, dan SPAM) yang diperlukan
untuk operasional kegiatan ekonomi maupun soaial masyarakat. Data
kerusakan didapatkan dari laporan kaji cepat BPBD Kabupaten Ponorogo, surat
laporan kerusakan dari pemerintah desa/kecamatan. Sub sektor yang
mengalami kerusakan adalah sub sektor transportasi darat yang terdiri dari
jalan kabupaten, jalan poros desa, jalan desa, jalan lingkungan, jembatan
kabupaten, jembatan desa, TPT dan sub sektor Sumber Daya Air.

Pada Tahun 2025 sub sektor transportasi jalan kabupaten terdapat 3 titik
lokasi kerusakan, jalan poros desa terdapat 16 titik lokasi kerusakan, jalan
lingkungan terdapat 6 titik lokasi kerusakan, jembatan kabupaten terdapat 2
titik lokasi kerusakan, jembatan desa terdapat 2 titik lokasi kerusakan dan
jembatan lingkungan terdapat 1 titik lokasi kerusakan sedangkan untuk sub
sektor sumber daya air terdapat 14 titik kerusakan. Tahun 2026 bulan januari
pada sub sektor transportasi jalan kabupaten terdapat 2 titik lokasi kerusakan,
jalan poros desa terdapat 1 titik lokasi kerusakan, jalan desa terdapat 1 titik
lokasi kerusakan, dan jembatan kabupaten terdapat 2 titik lokasi kerusakan
sedangkan untuk sub sektor sumber daya air terdapat 1 titik kerusakan.

Besarnya kerusakan pada sektor infrastruktur tahun 2025 sebesar
Rp17.813.370.000,- dan kerugian sebesar Rp435.800.000,- sehingga total
kerusakan dan kerugian sebesar Rp18.249.170.000,-. Sedangkan untuk Bulan

Januari tahun 2026 sebesar Rp7.055.000.000,- dan kerugian sebesar
Rp98.500.000,- sehingga total kerusakan dan  kerugian sebesar
Rp7.153.500.000,-. Total kerusakan tersebut terjadi pada sub sektor

transportasi darat dan sumber daya air dengan rincian sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Kerusakan Sektor Infrastruktur Tahun 2025

No Sektor/ Sub Sektor/ Perkiraan l;:ﬁ;?:: 'f{:trat:sz;g;ir:::
Asset Kerusakan (Rp) (Rp) Kerugian (Rp)
Sektor Infrastruktur
I | Transportasi
[.1 | Transportasi Darat
Jalan Kabupaten 1.900.000.000 20.000.000 1.920.000.000
Jalan Poros Desa 8.020.000.000 | 146.700.000 8.166.700.000
Jalan Poros Lingkungan 2.130.000.000 57.500.000 2.187.500.000
Jembatan Kabupaten 800.000.000 27.600.000 827.600.000
Jembatan Desa 1.050.000.000 10.000.000 1.060.000.000
Jembatan Lingkungan 1.000.000.000 30.000.000 1.030.000.000
II | Sumber Daya Air
II.1 | Tanggul Sungai 2.913.370.000 | 144.000.000 3.057.370.000
Total | 17.813.370.000 | 435.800.000 | 18.249.170.000
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Tabel 3.6 Rekapitulasi Kerusakan Sektor Infrastruktur Januari Tahun 2026

Total
o | Sektor/ Sub Sektor/ | Ferkiraan | Bexkiman | perkiraan
(Rp) (Rp) dan Kerugian
(Rp)
Sektor Infrastruktur
I | Transportasi
[.1 | Transportasi Darat
Jalan Kabupaten 3.800.000.000 | 25.000.000 | 3.825.000.000
Jalan Poros Desa 30.000.000 1.000.000 31.000.000
Jalan Desa 25.000.000 500.000 25.500.000
Jembatan Kabupaten 1.200.000.000 | 52.000.000 | 1.252.000.000
II | Sumber Daya Air
I1.1 | Tanggul Sungai 2.000.000.000 | 20.000.000 | 2.020.000.000
Total | 7.055.000.000 | 98.500.000 | 7.153.500.000

A.3 Sektor Ekonomi

Pada sektor ekonomi, sub sektor yang terdampak akibat bencana
Hidrometeorologi adalah pertanian dan perkebunan dan peternakan. Lahan
persawahan adalah yang terdampak dari sub sektor pertanian Karena saat
musim penghujan adalah waktu petani memasuki musim tanam, dan
dikarenakan kerusakan talud irigasi membuat sawah yang baru ditanami
tanaman padi terendam air sehingga membuat para petani gagal tanam. Namun
kejadian ini tidak sampai menjadikan lahan pertanian atau perkebunan rusak
secara fisik karena masih dapat ditanami kembali setelah melakukan
pembersihan dan perlakuan khusus terhadap lahan tersebut. Sub sektor
peternakan yang terdampak adalah kandang hewan ternak yang diakibatkan
oleh bencana.

Besarnya kerugian tahun 2025 pada sektor ekonomi sebesar
Rp8.176.500.000,-. Sedangkan untuk kerusakan dan kerugian sektor ekonomi
bulan januari tahun 2026 Sektor Ekonomi terjadi kerugian pada pertanian
berupa lahan sawah dengan kerugian Rp390.000.000,- sedangkan untuk
peternakan berupa kandang ternak dengan kerusakan sebesar Rp10.000.000,-
dan kerugian sebesar Rp6.000.000,- sehingga total kerusakan dan kerugian
sebesar Rp406.000.000,-. Dengan rincian luas lahan terdampak bencana
sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rekapitulasi Kerusakan Sektor Ekonomi Tahun 2025

Data Kerusakan
N Sektor/ Sub Lokasi (Hektare/ha atau
© | sektor/ Asset okasi unit)
RB RS RR
C | SEKTOR EKONOMI
I Pertanian
I.1 | Lahan Pertanian
Bantuan untuk .
1 . Desa Bringinan Jambon 10
lahan pertanian
2 Bantuan untgk Desa Sambilawang Bungkal 10
lahan pertanian
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Data Kerusakan

Sektor/ Sub (Hektare/ha atau

Sektor/ Asset Lokasi unit)

RB RS RR

No

3 Bantuan unt},lk Desa Talun Ngebel 10
lahan pertanian

4 | Bantuan untuk Desa Sedarat Balong S
lahan pertanian

Bantuan untuk .
° | lahan pertanian Desa Bajang Balong 20

6 Bantuan unt}lk Desa Bancar Bungkal 15
lahan pertanian

Bantuan untuk
7 lahan pertanian Desa Bungu Bungkal 45

8 Bantuan unt}lk Desa Bringinan Jambon 50
lahan pertanian

9 Bantuan untgk Desa Sedarat Balong 10
lahan pertanian

10 ? antuan untgk Desa Purworejo Balong 2

ahan pertanian

II | Perkebunan

II.1 | Lahan Perkebunan
Bantuan untuk
1 lahan Desa Tumpak pelem Sawoo 0.15
perkebunan
III | Peternakan
II.1 | Kandang Ternak
Rehabilitasi

1 kandang ternak Desa Ngrayun Ngrayun 1

Tabel 3.8 Rekapitulasi Kerusakan Sektor Ekonomi Januari Tahun 2026

Data Kerusakan

Sektor/ Sub Lokasi (Hektare/ha atau
Sektor/ Asset okasi unit)
RB RS RR

No

C SEKTOR EKONOMI
I Pertanian
I.1 | Lahan Pertanian
1 13 antuan unt},lk Desa Winong Jetis 13
ahan pertanian

1.2 | Peternakan

1 EZE?izlrllge}czlrnak Desa Bekiring Pulung 1
Rekonstruksi 1

2 Kandang Desa Bungkal Bungkal
Ternak

A.4 Sektor Sosial

Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 juga mengenai sektor sosial sehingga
menimbulkan dampak kerusakan pada sub sektor pendidikan berupa
kerusakan bangunan sekolah di Desa Temon Kecamatan Ngrayun dikarenakan
terkena material longsor sehingga merusak halaman sekolah sehingga
berbahaya apabila digunakan. Pada sektor sosial kerusakan sebesar
Rp300.000.000,- dan nilai kerugian yang timbul sebesar Rp2.500.000,- sehingga
total kerusakan dan kerugian sebesar Rp302.500.000,.
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B. GANGGUAN AKSES, GANGGUAN FUNGSI, PENINGKATAN RESIKO SERTA
DAMPAK BENCANA

Penilaian gangguan akibat bencana berupa gangguan akses fungsi dan

peningkatan resiko pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di
Kabupaten ponorogo tahun 2025 didapatkan melalui survey lapangan dan
wawancara terhadap masayarakat.

B.1

B.2

Sektor Perumahan

Berdasarkan survey lapangan, tidak ada rumah yang mengalami
kerusakan berat sepanjang 2025 yang dimasukkan dalam Jitupasna. Hal ini
karena ada 2 rumah rusak berat di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung
yang telah ditangani menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Ponorogo, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam rekap
kerusakan di Jitupasna Tahun 2025. Ada 9 rumah permanen dan 1 rumah
semi permanen yang mengalami kerusakan sedang, sebagian besar berada
di Kecamatan Ngrayun. Sementara itu, terdapat 2 rumah permanen dan 3
rumah semi permanen yang mengalami kerusakan ringan.

Sedangkan untuk Januari 2026, kerusakan sektor perumahan terdapat
1 rumah semi permanen rusak berat, 7 rumah rusak sedang, dan 6 rumah
rusak ringan. Kerusakan tersebut meskipun sedang hingga ringan tetap
menimbulkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari warga karena
perumahan adalah hal yang vital dalam kegiatan warga karena merupakan
tempat untuk berteduh dan berlindung serta beristirahat setelah melakukan
aktivitas di luar ruangan. Apabila dapur yang terdampak, maka warga tidak
bisa memasak. Apabila kamar tidur yang terdampak, maka warga tidak bisa
beristirahat dengan nyaman. Apalagi, keamanan warga utamanya keamanan
harta benda juga bisa terancam apabila rumah tersebut memiliki celah yang
bisa dimasuki oleh orang luar. Oleh karena itu, tetap diperlukan perbaikan
supaya aktivitas dan keamanan warga bisa tetap terjamin.

Sektor Infrastruktur

Rusaknya infrastruktur utamanya jalan dan jembatan sangat
mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bersosialisasi. Dikarenakan
infrastruktur merupakan penunjang mobilitas dan aktivitas sosial yang
sangat penting. Kerusakan jembatan berdampak pada terjadinya
perlambatan mobilisasi dan butuh waktu yang lebih lama dari biasanya.
Dikarenakan jarak tempuh yang lebih lama jika memilih jalan yang memutar
dan harus lebih hati hati jika tetap melewati jembatan yang rusak. Karena
jalan dan jembatan yang rusak tersebut juga memiliki keunggulan
mempermudah masyarakat dalam mobilisasi sehingga jarak tempuhnya
lebih pendek.

Hal ini berarti kerusakan infrastruktur juga secara tidak langsung
berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena terjadi biaya
tambahan untuk bahan bakar yang tentunya menjadi pengeluaran yang
berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak.
Dampak lain hambatan produktivitas akibat aset yang rusak/hilang yang
dikarenakan bencana, termasuk potensi pendapatan yang berkurang,
pengeluaran yang bertambah dan lain lain selama beberapa waktu sebelum
dilakukan penanganan pascabencana yang mengembalikan kondisi seperti
semula atau lebih baik.

Rusaknya plengsengan Sungai dan DAM menjadikan fungsi pengairan di
wilayah bencana tergannggu. Akibatnya proses bercocok tanam dan
kehidupan juga menjadi tidak bisa maksimal. Resikonya produktivitas
pertanian menjadi menurun. Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini tidak ada
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kekeringan ekstrem yang terjadi karena musim kemaraunya adalah kemarau
basah sehingga pasokan air bersih masih mencukupi.

B.3 Sektor Ekonomi

Dari hasil survey lapangan, lahan pertanian dan perkebunan tidak
mengalami kerusakan secara fisik dan masih dapat dipergunakan kembali
setelah dilakukan pembersihan dan pengkondisian kembali. Oleh karena itu,
yang dihitung hanyalah nilai kerugiannya saja. Kerugian muncul
dikarenakan biaya tanam yang telah dikeluarkan, dan adanya biaya
pembersihan. Hal ini juga terjadi di sub sektor peternakan, yang juga muncul
nilai kerugian karena diperlukan perbaikan pada kandang ternak yang
terkena longsor. Akan tetapi, hewan ternak tidak ada yang menjadi korban.

Resiko dari semua tadi adalah penurunan penghasilan petani/peternak,
berkurangnya produktifitas hasil pertanian, dan tentu mempengaruhi
penghasilan serta kesejahteraan warga yang menjadi korban bencana, baik
banjir maupun tanah longsor

B.4 Sektor Sosial

Kegiatan pendidikan terganggu karena halaman sekolah yang biasanya
digunakan untuk kegiatan sekolah seperti upacara, olahraga maupun parkir
di desa Temon mengalami kerusakan. Dikhawatirkan kerusakan semakin
memburuk dan berdampak bagi lingkungan sekitar sekolah.

PERKIRAAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

Berdasarkan analisis terhadap kerusakan dan kerugian serta analisa
dampak, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 mencapai Rp29.610.707.000,-
(Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu
Rupiah) dan untuk Januari Tahun 2026 mencapai Rp11.362.500.000,- (Sebelas
Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Secara terinci
kebutuhan masing-masing sektor akan diuraiakan pada tabel berikut beserta
kewenangan.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Perkiraan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

Kepemilikan

Perkiraan .
Kebutuhan (Rp.) Pen(l;ll':.l)ltah S(‘;’:i,sja

No. Sektor/Sub Sektor

1. | PERUMAHAN 185.900.000

1. Rumah

Permanen 169.400.000

Semi Permanen 16.500.000

2. | INFRASTRUKTUR 20.097.907.000

1. Transportasi

Transportasi darat

Jalan Kabupaten 2.112.000.000

Jalan Poros Desa 8.993.500.000

Jalan Poros 2.414.800.000

Lingkungan

Jembatan

Kabupaten 911.500.000
Jembatan Desa 1.166.000
ermbatan 1.133.000.000
Lingkungan

2. Sumber Daya Air

Tanggul Sungai 3.367.107.000
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Perkiraan Kepemilikan
No. Sektor/Sub Sektor Kebutuhan (Rp.) Pemerintah Swasta
(Rp.) (Rp.)
3. EKONOMI 8.994.150.000
1. Pertanian
Lahan Sawah 8.858.850.000
2. Perkebunan
Lahan Perkebunan 132.000.000
3. Peternakan
Kandang Ternak 3.300.000
4. SOSIAL 332.750.000
1. Pendidikan
Sekolah 332.750.000
TOTAL 29.610.707.000 | 20.430.657.000 | 9.180.050.000

Tabel 3.9 Rekapitulasi Perkiraan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana di Kabupaten Ponorogo Bulan Januari Tahun 2026

Perkiraan Kepemilikan
No. Sektor/Sub Sektor Kebutuhan (Rp.) Pemerintah Swasta
) (Rp.) (Rp.)
1. | PERUMAHAN 134.200.000
1. Rumah
Permanen 68.750.000
Semi Permanen 65.450.000
2. | INFRASTRUKTUR 11.415.200.000
1. Transportasi
Transportasi darat
Jalan Kabupaten 4.841.000.000
Jalan Poros Desa 150.000.000
Jalan Desa 100.000.000
Jembatan
Kabupaten 4.102.200.000
2. Sumber Daya Air
Tanggul Sungai 2.222.000.000
3. | EKONOMI 446.600.000
1. Pertanian
Lahan Sawah 429.000.000
2. Peternakan
Kandang Ternak 17.600.000
TOTAL 11.996.000.000 | 11.415.200.000 580.800.000

C.1 Kebutuhan Sektor Perumahan

C.2

Bencana yang terjadi di Kabupaten Ponorogo menyebabkan kerusakan
pada sektor perumahan yaitu Tahun 2025 kerusakan pada 15 unit rumah
dan Januari Tahun 2026 pada 14 unit rumah yang terdiri dari rumah
permanen dan semi permanen. Pemulihan pascabencana pada sektor
perumahan diarahkan pada rehabilitasi rumah rusak milik warga.

Kebutuhan Sektor Infrastruktur

Secara umum pemenuhan kebutuhan sektor infrastruktur adalah
membangun kembali dengan lebih baik terhadap aset yang rusak pada sub
sektor transportasi dan sumber daya air. Kebutuhan pada sektor
infrastruktur menjadi kewenangan pemerintah, untuk Tahun 2025
perkiraan membutuhkan Rp 20.097.907.000,- dan untuk Tahun 2026 bulan
Januari perkiraan membutuhkan Rp 11.415.200.000,-.
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Kebutuhan Sektor Ekonomi

Secara umum pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi adalah
menyediakan bibit tanaman padi untuk lahan sawah yang terendam banjir
serta perbaikan irigasi. Serta bantuan untuk perbaikan kandang ternak yang
rusak. Total kebutuhan Tahun 2025 sebesar Rp 8.994.150.000,- dan Tahun
2026 Januari sebesar Rp 446.600.000,-.

Kebutuhan Sektor Sosial

Kerusakan pada sektor sosial dari sub sektor pendidikan berupa
halaman sekolah yang rusak dan berada di dataran tinggi. Ini menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten Ponorogo. Perlu perbaikan halaman dan
penguatan struktur agar lebih aman saat digunakan kegiatan belajar
mengajar di luar kelas.
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BAB IV
PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan
kegiatan yang mempunyai ruang lingkup pengkajian kebutuhan pascabencana,
penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengalokasian sumber daya dan
dana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap
pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan
sesaat setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan.

Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana yang didasarkan pada penilaian akibat bencana,
analisis dampak bencana dan perkiraan kebutuhan pasca bencana dengan tetap
memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. Tahap rehabilitasi dan
rekonstruksi harus dilaksanakan secara cepat dan tepat serta efektif dan efisien,
apabila penanganan darurat telah selesai dilaksanan maka harus langsung
dilanjutkan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

A. Kelembagaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau
pemerintah daerah yang terkena bencana. Pelaksanaan teknis substansial
dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau organisasi perangkat
daerah (OPD) di provinsi dan atau kabupaten. Semua pelaksanaan teknis dari
aspek-aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus mengacu pada
standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
mengacu ada peraturan perundangan yang berlaku. Semua hasil kegiatan
rehabiliasi dan rekonstruksi pascabencana yang menjadi aset pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dilakukan penatausahaan sesuai
peraturan yang berlaku.

B. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah kebijakan yang
harus diintegrasikan kedalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan
daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan
mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan.

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada tahun pertama
pascabencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap
RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan
kabupaten/kota tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus sudah dimasukkan dalam
RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan
perundang-undangan terkait.
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Gambar 4.1
Sistem Perencanaan Pembangunan
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C. Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara bottom-up dan
partisipatif yang disinkronkan dengan usulan-usulan pemerintah daerah serta di
koordinasikan melalui BPBD dan Dinas Teknis yang berada dilingkungan
Kabupaten Ponorogo. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi
duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan
masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana.

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegitan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana dihitung berdasarkan hasil kajian kebutuhan pascabencana.
Pengkajian kebutuhan pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana dilakukan berdasarkan hasil kajian terhadap akibat bencana dan
analisis dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari
penilaian kerusakan, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko
bencana. Pengkajian akibat bencana, analisis dampak bencana sampai dengan
perkiraan kebutuhan pascabencana meliputi sektor perumahan, infrastruktur,
ekonomi, dan sosial.

Sumber pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
berasal dari APBD Kabupaten Ponorogo, APBD Provinsi Jawa Timur, serta sumber
lainnya, seperti dana masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah pusat dapat
memberikan bantuan untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana dalam hal APBD
tidak memadai dalam membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan
dalam tiga tahun anggaran yakni Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027,
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemulihan sektor perumahan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yakni
tahun anggaran 2026 serta melaksanakan kegiatan pengurangan risiko
bencana

2. Pemulihan sektor infrastruktur dilaksanakan secara bertahap dengan
mengutamakan prioritas aset rusak berat serta aset yang paling banyak
digunakan oleh masyarakat. Pemulihan akan dilaksanakan dalam dua tahun
yakni tahun anggaran 2026 dan tahun anggaran 2027 selain itu
melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana.
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3. Pemulihan sektor ekonomi dilaksanakan setelah kondisi cuaca mulai

membaik serta dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka
pengurangan risiko bencana.

Pemulihan sektor sosial diprioritaskan pada tahun 2026-2027, bersamaan
dengan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko
bencana.

Total perkiraan kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana di Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebesar Rp29.610.707.000,-
(Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu
Rupiah) dan untuk Januari Tahun 2026 mencapai Rp11.996.000.000,- (Sebelas
Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah). Identifikasi potensi
sumber pendanaan ditempuh dengan cara pendayagunaan anggaran pemerintah
sebagai berikut :

1.

Anggaran APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dan 2027 yang
didayagunakan secara optimal untuk upaya penyelenggaraan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang diutamakan untuk sektor Infrastruktur dengan metode
bantuan bahan bangunan konstruksi dan upah tenaga kerja.

Anggaran APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sampai dengan 2027 yang
didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi di daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan
prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Untuk lebih jelas dijabarkan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.1 Identifikasi Sumber Pendanaan Tahun 2025

. APBD APBD . .
No.| Sektor/Sub Sektor Keblzliﬂ‘lizza:;!p ) % Kabupaten Provinsi Jawa :;/pli R}:;t:aRl;) Mas(;;:;;:lkat Usl:ll::l(;p)
) Ponorogo (Rp) Timur (Rp)
1. | PERUMAHAN 185.900.000 | 0,63 40.000.000 145.900.000
1. Rumah 185.900.000
2. | INFRASTRUKTUR 20.097.907.000 | 67,87 17.535.247.000 | 2.562.660.000
1. Transportasi 16.730.800.000 14.315.489.000 | 2.415.311.000
2. Sumber Daya Air 3.367.107.000 3.219.758.000 147.349.000
3. | EKONOMI 8.994.150.000 | 30,37 8.994.150.000
1. Pertanian 8.858.850.000
2. Perkebunan 132.000.000
3. Peternakan 3.300.000
4. | SOSIAL 332.750.000 | 1,12 332.750.000
1. Pendidikan 332.750.000
Tabel 4.2 Identifikasi Sumber Pendanaan Bulan Januari Tahun 2026
. APBD APBD . .
No. | Sektor/Sub Sektor Kebr:let::{l:zla:;%p ) % Kabupaten Provinsi Jawa :;/pl; Rl-llzﬂzaRl;) Mas(};:;;tkat Us]:;::l(;p)
) Ponorogo (Rp) Timur (Rp)
1. | PERUMAHAN 134.200.000 | 1,12 20.000.000 114.200.000
1. Rumah
2. | INFRASTRUKTUR 11.415.200.000 | 95,16 6.915.200.000 | 4.500.000.000
1. Transportasi 9.193.200.000
2. Sumber Daya Air 2.222.000.000
3. | EKONOMI 446.600.000 | 3,72 446.600.000
1. Pertanian 429.000.000
2. Peternakan 17.600.000
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D. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

D.1 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten
Ponorogo, mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan
undang-undang tersebut. Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai
berikut:

1. Pembiayaan yang menggunakan APBD Provinsi Jawa Timur akan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.

2. Pembiayaan yang menggunakan APBD Kabupaten Ponorogo akan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.

3. Pendanaan yang menggunakan usulan hibah dana bantuan rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana melalui BNPB, maka Pemerintah Daerah
akan mematuhi peraturan dan petunjuk pelaksanaann yang telah
ditetapkan, meliputi:

a. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyampaikan wusulan hibah
bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
melalui kepala BNPB berdasarkan dokumen rencana rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Ponorogo;

b. BNPB akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi atas usulan
bantuan tersebut dan melakukan konfirmasi dan validasi terhada
dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di
Kabupaten Ponorogo;’

c. Kepala BNPB akan menyampaikan surat ulasan kepada Menteri
Keuangan agar dapat mengalokasikan anggaran hibah bagi
pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Surat usulan Kepala BNPB
dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan termasuk rekomendasi untuk
mengalokasikan anggaran hibah bagi pemerintah daerah Kabupaten
Ponorogo;

d. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan akan melakukan proses hibah dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo melalui suatu surat pemberitahuan hibah;

e. Berdasarkan surat pemberitahuan hibah, akan dilakukan
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian
Keuangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo;

f. PPA dan KPA Hibah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan akan melakukan proses pencairan Hibah dari
RKUN ke RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dengan
satker BPBD Kabupaten Ponorogo.

D.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan bencana, sasaran rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan
lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum,
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan kondisi sosial
psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi budaya, serta
pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya memulihkan
fungsi pelayanan publik.
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Sasaran kegiatan rekonstruksi adalah memulihkan sistem secara
keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan
kedalam pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan konsep
build back better and safer. Kegiatan rekonstruksi yang dimaksud meliputi
pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, pembangunan
kembali sarana sosial masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan
sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta
peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan
menerapkan aspek pengurangan risiko bencana dan mengutamakan
partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan
kegiatan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggungjawab
pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Di tingkat
pusat, kegiatan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait dan dikoordinasikan
oleh BNPB. Pada tingkat daerah, kegiatan teknis dilaksanakan oleh OPD
teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

D.3 Jadwal Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana adalah 36 bulan, dimana tahun pertama diprioritaskan untuk
perumahan, ekonomi (lahan pertanian terdampak), prasarana infrastruktur
pendukung ekonomi adapun sarana dan prasarana lain dilaksanakan pada
tahun kedua dan ketiga. Untuk pemotretan kebutuhan dan analisisnya
dilakukan dengan sumber data kajian kebutuhan pascabencana pada proses
awal penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

E. Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan
dan pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk
hibah kepada Pemerintah Daerah. Untuk pembiayaan dengan sumber APBD,
perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah
(rupiah murni) kepada pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo yang dikelola
melalui mekanisme APBD, agar memperhatikan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruki Pascabencana serta naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian
Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangann
penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga
diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber
dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi
masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan
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berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana, serta Peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh
Menteri Keuangan Nomor 224 /PMK.07 /2017 tanggal; 29 Desember 2017 tentang
Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

Atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan hibah, maka pemerintah
Kabupaten Ponorogo wajib menyampaikan laporan secara Triwulan kepada
Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan
BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Laporan triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan
pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan
alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu
dilaksanakan.

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan
pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan  pelaporan. Pemantauan
penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya
pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sementara itu,
evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka
menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah pascabencana.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan  rekonstruksi
pascabencana, digunakan 5 (lima) indikator, yaitu:

1. konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatanprioritas,
dan pendanaan dengan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

2. koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang
menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;

3. partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi
masyarakat penerima manfaat;

4. kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui pelaporan keuangan
dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

5. potensi keberlanjutan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan
jangka panjang.

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) dengan
melibatkan Kementerian/Lembaga dan OPD terkait di daerah dengan mengacu
pada pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB Nomor 5
tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana mengacu pada dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana yang telah ditetapkan kepala daerah serta mengacu pada tujuan
pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen
perencanaan daerah dan nasional.
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Monitoring dan evaluasi ditingkat kabupaten, dilaksanakan sendiri oleh
penanggung jawab  program/kegiatan  rehabilitasi dan = rekonstruksi
pascabencana, maupun dengan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan
lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi bahan masukan
untuk penajaman maupun pemutakhiran terkait kebutuhan yang terdapat dalam
dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksipascabencana.

Setelah rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana memiliki
kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, diharapkan kegiatan yang kurang jelas atau kegiatan yang sangat
rinci pendanaannya dapat menjadi bahan bagi pihak-pihak lain (termasuk dunia
usaha) untuk turut berpartisipasi.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini
dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi
mutakhir dilapangan. Hal tersebut terkait erat dengan jarak waktu yang cukup
panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data
kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respon masyarakat dan para
pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkanmenurut
peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang
dimaksud.

Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan
evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga
akan memiliki sisi positif sebagai berikut:

1. memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan
respon terhadap dinamisasi kebutuhan di lapangan;

2. menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam rencana aksi rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana ini dibelanjakan dengan setepat-tepatnya;

3. menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling
mutakhir.

. Kesinambungan Pemulihan Pascabencana Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Setelah pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,
perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan
penganggaran reguler guna memastikan kesinambungan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana dalam pembangunan “normal” sesuai kewenangan
instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah juga perlu mengupayakan untuk
melaksanakan:

1. perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian
ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan
analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana,
dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan
rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD PRB);

2. pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui pengendalian dan
pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah
berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko, bencana
dalam dokumen RPJMD, RKPD, RKA dan DPA OPD, serta RTRW;

3. dengan adanya kejadian bencana di kabupaten Ponorogo, diharapkan
pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap RTRW kabupaten;
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4. penelitian, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan
kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko
bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan
penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di Kawasan
rawan bencana,;

5. berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana,
mengalihkan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan
dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang
terkait;

6. mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari
APBD.

Untuk memastikan terjadinya pemulihan pascabencana yang efektif dan
berkelanjutan, kerangka kerja rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana di Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction (SFDRR). Keempat prioritas dalam SFDRR adalah:

memahami risiko bencana;

2. memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana;
3. investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
4. meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk

“membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan
rekonstruksi.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara terencana
dan mengedepankan prinsip membangun kembali dengan lebih baik dan aman
dan berpusat pada masyarakat (people-centered build back better and safer)
sehingga mencapai dan tujuan hakiki, yaitu: terwujudnya pemulihan kehidupan
(life recovery) dan terbangunnya daerah terdampak menjadi wilayah tangguh
bencana (resilient). Untuk itu dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
perlu didasarkan pada tiga pilar:

1. Proses pemulihan tidak boleh berfokus pada aspek fisik semata, namun harus
mencakup pemulihan kehidupan secara menyeluruh;

2. Pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi harus diintegrasikan dengan aspek-
aspek pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction), untuk
memastikan terbangunnya wilayah yang lebih aman;

3. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga harus bersifat pertisipatoris
atau semaksimal mungkin mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan
demikian, masyarakat terdampak tidak hanya pasif dan hanya memandang
proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pemberian pemerintah, tetapi
juga aktif dan ikut terlibat dalam proses pemulihan kehidupan mereka
sendiri.
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BAB V
PENUTUP

A. Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Ponorogo

telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi.
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus berpedoman
pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten
Ponorogo yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ponorogo.

Perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

berpedoman pada:

1.
2.

® N o u

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana;

Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025
tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun
2015 tentang Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana,;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
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Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana, maka perlu ditetapkan:

1. Surat Keputusan Bupati Ponorogo tentang Bantuan Stimulan Perbaikan
Rumah Rusak Akibat Bencana Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

2. Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di
Kabupaten Ponorogo.

A.1 Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di
Kabupaten Ponorogo selama 36 bulan.

B. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain. Informasi
tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus
dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di media-media publik.
Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki
laporan keuangan yang memenuhi standar. Untuk memfasilitasi penyaluran
bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,
pemerintah daerah melalui BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten
Ponorogo mengacu pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
(R3P) di Kabupaten Ponorogo.

C. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
di Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus segera
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencasna secara lengkap kepada BNPB.

Plt. BUPATI PONOROGO,
TTD.
LISDYARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
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